





Akibat Jika Tidak Ada Perbaikan

1. Ternyata jumlah peserta yang banyak dapat menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh dokter, sedangkan

pada Puskesmas kapitasi kecil kualitas pemeriksaan dokter terjaga karena kuantitas yang sedikit. Kondisi ini memerlu-
kan redistribusi peserta JKN.
Standar ideal WHO menyatakan bahwa standar 1 orang dokter untuk melayani 2500 penduduk. Sedangkan di Indonesia
ditetapkan rasio ideal 1:5.000. Data BPJS Kesehatan (2017) bahwa di tingkat nasional jumlah dokter dan peserta JKN-KIS
perbandingannya sebesar 1:4.747, namun demikian ini tidak merata untuk setiap jenis FKTP. Puskesmas (PKM) rasionya
rata-rata masih sebesar 1:7.180. Dokter Praktek Pribadi (DPP) rasionya 1:1.905, dan untuk Klinik pratama rasionya
1:2.017.

2. Manajemen tata laksana hipertensi yang tidak bermutu di Puskesmas dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya dan
fasilitas. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya deteksi, kurangnya rujukan ke fasyankes, kurangnya perawatan yang
sesuai standar, kurangnya perawatan jangka panjang, kurangnya informasi terbaru tentang cara mengelola pasien
hipertensi dengan benar di antara dokter. Hal ini berdampak pada morbiditas dan mortalitas serta tingginya biaya pera-
watan. Untuk itu perlu peningkatkan kualitas perawatan pasien hipertensi.

Rekomendasi

Peningkatan kualitas tata laksana hipertensi dilakukan dengan cara:

1. BPIJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Layanan Primer melakukan Re-Distribusi peserta JKN di layanan primer yang ada
di satu wilayah.

2. Kementrian Kesehatan dan Dinas Kesehatan melakukan Re-Distribusi tenaga medis .

3. Pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan Distribusi sarana dan prasanana
layanan kesehatan ke semua layanan primer.

4. Dinas Kesehatan dan Layanan Primer melakukan Peningkatan pengetahuan dokter Puskesmas tentang manajemen
penyakit kronis.

5. Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan dan Kementrian Kesehatan memperbarui pedoman nasional dan memberikan
akses pedoman kepada dokter.

6. Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan meningkatkan kualitas sistem manajemen
data Hipertensi.

7. Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan meningkatan program skrining Hipertensi.
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